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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2441/Pdt.G/2023/PA.TA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang

majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat,  umur  63  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan  Ibu

Rumah  Tangga,  tempat  kediaman  di

Dusun  .........................Kabupaten  Tulungagung,  sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat,  umur  58  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan  Petani,

tempat  kediaman  di  Dusun  .........................Kabupaten

Tulungagung, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 05 Desember 2023 telah

mengajukan gugatan cerai,  yang telah  terdaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan

Agama  Tulungagung,  Nomor  2441/Pdt.G/2023/PA.TA tanggal  05  Desember

2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  menikah  pada  tanggal  26

Desember  2019  berdasarkan  Kutipan  Akta  Nikah  No.

....................../XII/2019  yang  dikeluarkan  oleh  KUA

Kecamatan ......................Kabupaten Tulungagung;  

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama

sebagai suami istri dan bertempat dirumah Penggugat selama kurang lebih

3 tahun 9 bulan;  
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3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah

hidup  rukun  sebagaimana  layaknya  suami  istri  namun  belum  dikaruniai

anak;  

4. Bahwa  semula  kehidupan  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan

Tergugat  rukun  tentram,  dan  harmonis,  namun  sejak  Mei  2020,  rumah

tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  mulai  goyah,  sering  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  sulit  di  damaikan  lagi  disebabkan

karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;  

5. Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat  tersebut,  semakin  lama  semakin  memuncak,  akhirnya  sejak

September 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang yang

sampai diajukan gugatan ini sudah berjalan selama kurang lebih 3 bulan

dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin;

6. Bahwa  Penggugat  sudah  berusaha  untuk  hidup  rukun  dengan

Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa  atas  dasar  alasan  alasan  tersebut  Penggugat  mohon  kepada  ketua

pengadilan  agama Tulungagung untuk  berkenan memanggil  dan memeriksa

Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;  

2. Menjatuhkan talak satu  ba’in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);  

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;  

Atau apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat

telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa  majelis  hakim  telah  mendamaikan  dengan  menasehati

Penggugat agar berpikir ulang untuk tidak bercerai dengan Tergugat, apalagi

masih dalam satu alamat atau satu bertempat tinggal yang sama;
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Bahwa  selanjutnya  Penggugat  mengajukan  permohonan  pencabutan

perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita

acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82

ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis

Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat

dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah

berupaya  mendamaikan  dengan  menasehati  Penggugat agar  berpikir  ulang

untuk tidak bercerai dengan Tergugat, apalagi masih dalam satu alamat atau

satu bertempat tinggal yang sama;

Menimbang,  bahwa  atas  upaya  damai  Majelis  Hakim  tersebut,

Penggugat  selanjutnya  menyatakan  mencabut  perkaranya  nomor

2441/Pdt.G/2023/PA.TA;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan

menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271

dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka permohonan  pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat

tersebut  dapat  dikabulkan  dan  Majelis  Hakim  memerintahkan  Panitera

Pengadilan  Agama  Tulungagung  untuk  mencatat  pencabutan  tersebut  pada

register perkaranya;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  aquo masuk  dalam  bidang

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
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undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  nomor

2441/Pdt.G/2023/PA.TA dari Penggugat;

2. Memerintahkan  Panitera  untuk  mencatat  pencabutan  perkara

tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

yang  dilangsungkan  pada  hari  Kamis  tanggal  14  Desember  2023  Masehi,

bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Dra. Hj.

Munadhiroh,  S.H.,  M.H. sebagai  Ketua Majelis,  Drs.  H. Muqoddar,  S.H. dan

Dra.  Hj.  Siti  Azizah,  M.E.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Ketua Majelis  tersebut  dengan didampingi  oleh  Hakim Anggota  dan dibantu

oleh Dra. Siti Aminah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat

dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

Drs. H. Muqoddar, S.H. Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.

Panitera Pengganti,
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Dra. Siti Aminah

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 100.000,00
Panggilan Rp 440.000,00
PNBP Rp 0,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)
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